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SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
I(ABUPATEN PACITAN

NOMOR I 07 I HK.O4.2-KptlgSOt/KpU-Kab/ N t ZO2L

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

\-,

KETUA KOMISI

Menimbang : a.

PEMILIHAN UMUM I{ABUPATEN PACITAN,

bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi
koordinasi kehumasan antara Komisi pemilihan

Umum, Komisi pemilihan Umum provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupate n f Kota, telah
ditetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum
Nomor L72 lHM.O2-Kptl 06 /III / 2021 tentang Badan
Koordinasi Kehumasan Komisi pemilihan Umum;
bahwa berdasarkan ketentuan angka 1, Surat Dinas
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
2441HM.02-SD/06lKpU lilt12021 tentang
Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan
(Bakohumas) menyebutkan bahwa KpU/KIp Aceh
dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar segera
membentuk Badan Kehumasan (Bakohumas) yang
ditetapkan dengan Keputusan serta
menyosialisasikan kepada seluruh pemangku
kepentingan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kornisi pemilihan Umum
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Mengingat 1

Kabupaten Pacitan tentang Badan Koordinasi

Kehumasan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pacitan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor aSaQ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor ll2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2O

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2OLS tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 193,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor 65a7);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2OL7 Nomor L82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi

Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor AO4);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1

Tahun 2Ol5 tentang Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2075 Nomor a56);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan
Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol7 Nomor Dagl;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10

Tahun 20I8 tentang Sosialisasi, Pendidikan

Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2078 Nomor 193);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2Ol9 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2079 Nomor

32O) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2olg
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
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Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 2Ol);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2O2O tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan IJmum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor

t2s6);

1 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 172 lHM.O2-Kptl 06 IKPU lilI I 2O2t

tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi

Pemilihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh dan

KPU/ KIP Kabupate n I Kota.

\-.

\-

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

1

2

Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 244 |HM.O2-SD I 06IKPU ltill2O2t
perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan

(Bakohumas);

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pacitan Nomor 2IlBAlIVl2O21 tanggal 5

April 2O2O tentang Pembentukan Badan Koordinasi

Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSI(AN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PACITAN TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN.

Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan yang selanjutnya

disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Pacitan;

KEDUA
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota

KPU Kabupaten Pacitan yang membidangi Divisi

Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi

Masyarakat serta Sub Bagian yang membidangi Teknis

Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi,

Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten

Pacitan;

Susunan pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Pacitan/Bakohumas KPU Kabupaten

Pacitan terdiri atas:

a. Pembina:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;

dan

2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pacitan;

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pacitan;

c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi,

Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;

sebagaimanan tercantum dalam Lampiran Keputusan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini;

Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini

dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pacitan;
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KELIMA

Salinan sesuai dengan aslinYa
KOMISI PEMILIHAN UMUM

PACITAN

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat

kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 5 April 2O2l

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

SULIS STYORINI

ttd
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LAMPIRAN

STRUKTUR PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM I(ABUPATEN PACITAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR I 07 lHK.Oa.2-Kptl3so1/KPU.Kabltv l2O2r
TANGGAL :5April 2O2L
TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

Pembina

Ketua

Ketua Pelaksana

1. Sulis Styorini

2. Iwit Widhi santoso

3. Agus Susanto

4. Aswika Budhi Arfandy

5. Eko Setiawan

Bambang Sutejo

Mei Tri Astuti

(Ketua KPU Kabupaten Pacitan)

(Anggota KPU Kabupaten Pacitan)

(Anggota KPU Kabupaten Pacitan)

(Anggota KPU Kabupaten Pacitan)

(Anggota KPU Kabupaten Pacitan)

(Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan)

(Sub Koordinator Teknis dan

Hubungan Partisipasi Masyarakat

Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan)

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 5 April 2O2l

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

SULIS STYORINI
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Salinan sesuai dengan aslinya
T KOMISI PEMILIHAN UMUM
PACITAN

SUTE.IO
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